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TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,

.

bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Daftar Isian
Felaksanaan Anggaran (DIPA) dan terselenggaranya tertib administrasi
pelaksanaan pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas
FPemilihan Umum Kabupaten Sidoar|o;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  Kabupaten
Sidoarjo perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa
Fengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Sidoarjo tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendara Pengeluaran
pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026.

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara
{Lembaga Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 47, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Homor 4286);

Undang-Undang Homor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megara
{Lembaga HNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Homor &, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Homor 4355);

Undang-Undang Homor 15 Tahun 2004 tentang Femeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Hegara {(Lembaran Megara
Eepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 44007;

Undang-Undang Momor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2017 Homor 182,
Tambahan Lembaran HMegara Republik Indonesia Momor B6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Homor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Homor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Homor 7
Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Homor 54, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 6863);

Feraturan Pemerintah Momor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan {Lembaran Megara Republik Indonesia Indonesia Tahun
20110 Momor 123, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Homor 5165];

FPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Felaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara {Lembaran
MHegara Republik Indonesia Tahun 2013 Homor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Homor 50 tahun 2018 tentang

Dokumean ini telah ditandatangani secara ekktronik mengqunakan sarifikat elektronik

vang diterkitkan cleh Balai Bezar Serifikasi Elektronik [BSrE), Badan Siberdan Sandi Megara [BSEN).




Ferubahan atas Peraturan Femerintah Momor 45 Tahun 2013 tentang
Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2018 HMomor 229,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 62677;

7. Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Megara/Caerah {(Lembaran Hegara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Homor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milk HMegara/Caerah {(Lembaran Hegara Republik Indonesia
Tahun 2020 MNomor 142, Tambahan Lembaran HMegara Republik
Indonesia Nomor 6523);

8  Peraturan Presiden Momor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/fJasa Pemerintah {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
20118 Homor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Homor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Homor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Homor 63];

9. FPeraturan Presiden Momor 68 Tahun 2018 {entang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Femilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
20118 Homor 1417;

10. Peraturan Menteri Keuangan H®Nomor 1T13/PME.0S2012  tentang
Ferjalanan Dinas Dalam Megeri Bagi Pejabat Megara, Pegawai MNegeri,
dan Pegawai Tidak Tetap {Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2012
Momor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Momor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Momor 113/PME.05/2012 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Meger Bagi Pejabat Megara, Pegawai Megeri, dan Pegawai Tidak
Tetap (Berita Hegara Republik Indonesia Tahun 2023 Homor 307);

11. Peraturan Menteri Keuangan HMomor 162PME.0S2013 tentang
Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja
Fengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Hegara (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2013 Homor 13501 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan MHomor 230/PIMK 052016 tentang
Ferubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Momor 162/PME.052013
tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja
Fengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Hegara (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2016 Homor 21497;

12. Peraturan Nenteri  Keuangan HNomor 99/PME.DS2017  tentang
Administrasi Fengelolaan Hibah (Berita Megara Republik Indonesia Tahun
20117 Momor 9907,

13. Peraturan Menteri Keuangan Momor 145/PMK_05/2017 tentang Tata Cara
Fembayaran atas Beban Anggaran Fendapatan dan Belanja Megara
Sebelum Baranglasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20117 Homor 1475);

14. Peraturan Menteri Keuangan Momor 182/PME_05/2017 tentang Rekening
Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Megara/l embaga (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2017 Homor 17277;

15. Peraturan Menteri Keuangan H®omor 183/PME.0S2019 tentang
Fengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Megara/Lembaga
{Berita Hegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Homor 32 Tahun 2025
Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

17. Peraturan Badan Fengawas Femilihan Umum Momor 1 Tahun 2021
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Femilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Frovinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan {Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2021 Homor 4113,

18. Peraturan Menteri Keuangan HMomor 62 Tahun 2023 Tentang
Ferencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan
Felaporan Keuangan (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2023
Homor 47 21;

19. Peraturan Direltur Jenderal Perbendaharaan Momor Per22/PB/2013
tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Calam
Megeri Bagi Pejabat Hegara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Momor Per-3/PB/2014
Tentang Fetunjuk Teknis FPenatausahaan, Fembukuan,
Fertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran
Fendapatan dan Belanja Hegara serta Verfikasi Laporan
Fertanggungjawaban Bendahara;

21. Keputusan Ketuza Badan Pengawas Pemilhan Umum  MNomor
/KU 01 00MK1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran
Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas
Femilihan Umum Kabupaten/Kota;

22 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun
Anggaran 2026 Nomor - SP DIPA- 115.01.2 419658/2026,

23. Sertifikat Bendahara HMegara Tersertifikasi MNomor BHT-09565/191/
2552023 atas nama Wahyuningtyas, S.1P.

MEMUTUSKAN
KEFUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAMN BADAM PEMGAWAS PEMILIHAM UMUM  KABUFATEN
HQ0CARJC  TEMNTAMG  FEMUMJUKAM  DAM  PEMGANGKATAM
EEMDAHARA FEMGELUARAM FADA SATUAM KERJA SEKRETARIAT
EADAM PEMGAWAS PEMILIHAN UMUNM KABUPATEN SIDCARJC TAHUN
ANGGARARN 2026.

Menunjuk dan mengangkat Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Badan
Fengawas Femilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026 atas
nama:

MNama : Wahyuningtyas, S.1P.
NIP = 159970204 202203 2 001
Golongan :lllfa

Pangkat : Penata Muda

Bendahara Pengeluaran sebagaimana pada dimaksud dalam  dikdum
FERTAMA, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan  membukukan
uang/surat berharga dalam pengelolaannya;

2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;

3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan
untuk dibayarkan;

4. Melakukan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke
kas Megara;

5. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;

6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban {LPJ) kepada kepala

KPPH selaku kuasa BURN.

Segala hiaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Daftar lsian Pelaksanzan Anggaran (DIPA) Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026.
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KEEMPAT o Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada:

Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umurm;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Megara Sidoarjo.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;

Yang bersangkutan;

Fertinggal.

e

Ditetapkan di Sidoarjo
Fada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo,

ANDITYA SENTANA MAULANA, 5.5i., M.M.
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